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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, 

dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama   Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ
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 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

 Fathah dan وَْ...

wau 

Au a dan u  

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -

 fa`ala  فَ عَلََ -

 suila  سُئِلََ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْ نَةَُالْمُنَ وَّرةََُ -

munawwarah 

ةَْطلَْحََ -    talhah 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلََ -

 al-birr  البِرَ -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 

 



 

xi 

 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

لَمَُالْقََ -  al-qalamu 

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

لَُالَْْلََ -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u الن َّوْءَُ -

 inna إِنََّ -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

 

 

Contoh: 

فَ هُوََخَيَُْْالرَّازقِِيََْ - -Wa innallāha lahuwa khair ar  وََإِنََّاللهََ

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمَِاِللهَمََْرَاهَاَوََمُرْسَاهَا -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدَُلِلهَرَبِ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar   الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفُوْر 

َا - عًالَُلِلِِ  ي ْ مُوْرَُجََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 
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J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid.   
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MOTTO 

 

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang 

dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya” 

 

(Q.S Al-Baqarah:286) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

 

 

(Q.S Al-Insyirah:5-6) 
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ABSTRAK 

Yunita Iswanti, NIM. 1221084, 2026¸ “Analisis Hukum Terhadap 

Praktik Gadai di Toko Emas (Studi Toko Emas Area Pasar 

Kedungwuni Kab.Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik gadai emas di 

toko emas kawasan Pasar Kedungwuni yang menjadi alternatif 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Dalam 

praktiknya, terdapat penetapan biaya tambahan sebesar 2–3% per bulan 

yang disebut sebagai biaya penyimpanan, namun dihitung berdasarkan 

jumlah pinjaman. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, baik dalam 

perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik gadai emas 

di toko emas Pasar Kedungwuni, (2) Bagaimana hukum hukum positif 

dan hukum islam(fiqh muamalah) terhadap praktik gadai di toko mas 

area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara 

langsung dengan pemilik toko emas dan nasabah, serta didukung oleh 

studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk 

menggambarkan praktik gadai emas dan menilai kesesuaiannya dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas di toko emas 

Pasar Kedungwuni dilakukan dengan mekanisme penyerahan emas 

sebagai jaminan atas pinjaman uang dengan tambahan biaya 2–3% per 

bulan. Dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut dinilai sah 

karena memenuhi unsur gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, 

selama didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun, dalam 

perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip 

fiqh muamalah karena mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan 

dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan. Permasalahan utama 
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terletak pada penetapan biaya yang berbasis persentase pinjaman, 

bukan biaya riil penyimpanan. Dengan demikian, terdapat perbedaan 

mendasar antara hukum positif yang bersifat fleksibel dan hukum Islam 

yang melarang riba demi menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. 

Kata Kunci: Gadai Emas, Hukum Positif, Hukum Islam, Rahn, Riba. 

 

  



 
 

 

 

xx 
 

ABSTRACT 

Yunita Iswanti, NIM. 1221084, 2026¸ "Legal Analysis of Pawning 

Practices in Gold Shops (A Study of Gold Shops in the Kedungwuni 

Market Area, Pekalongan Regency). Thesis, Department of Islamic 

Economic Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State 

Islamic University, Pekalongan. 

Supervisor: Abdul Hamid, M.A. 

 

This research is motivated by the widespread practice of gold pawning 

in gold shops in the Kedungwuni Market area, which has become an 

alternative for the community to obtain quick funds. In practice, there is 

an additional fee 2–3% per month referred to as a storage fee, but it is 

calculated based on the loan amount. This raises legal issues from both 

the perspective of positive law and Islamic law. The research problems 

are: (1) how the practice of gold pawning is carried out in gold shops in 

Kedungwuni Market, (2) How do positive law and Islamic law (fiqh 

muamalah) relate to pawning practices in gold shops in the 

Kedungwuni market area, Pekalongan Regency?. 

This study is a qualitative research using an empirical juridical 

approach. Data were collected through observation and direct 

interviews with gold shop owners and customers, supported by relevant 

literature studies. The data were analyzed using a descriptive-analytical 

method to describe the practice of gold pawning and assess its 

compliance with applicable legal provisions. 

The results show that the practice of gold pawning in Kedungwuni 

Market is conducted by pledging gold as collateral for a loan with an 

additional fee of 2–3% per month. From the perspective of positive 

law, this practice is considered valid as it fulfills the elements of a 

pledge agreement as regulated in the Civil Code, as long as it is based 

on the agreement of both parties. However, from the perspective of 

Islamic law, the practice is not in accordance with the principles of fiqh 

muamalah because it contains elements of riba, namely an additional 

charge in a loan transaction. The main issue lies in determining the fee 

based on the loan amount rather than actual storage costs. Therefore, 

there is a fundamental difference between positive law, which is 
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flexible, and Islamic law, which strictly prohibits riba to ensure justice 

in economic transactions. 

Keywords: Gold Pawn, Positive Law, Islamic Law, Rahn, Riba. 
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Kedungwuni, praktik gadai emas di toko emas menjadi fenomena 

yang umum terjadi. Masyarakat lebih memilih gadai di toko emas 

karena prosesnya yang cepat, mudah, dan tidak memerlukan 

persyaratan administratif yang rumit dibandingkan dengan 

lembaga keuangan formal. 

Namun demikian, praktik gadai emas di toko emas tersebut 

menimbulkan permasalahan hukum. Berdasarkan hasil observasi 

awal, ditemukan bahwa pihak toko emas menetapkan biaya 

tambahan sebesar 2–3% per bulan dari jumlah pinjaman. Biaya 

ini sering disebut sebagai biaya penyimpanan atau jasa penitipan. 

Akan tetapi, dalam praktiknya, besaran biaya tersebut tidak 

didasarkan pada biaya riil penyimpanan, melainkan dihitung 

berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

Dalam perspektif hukum positif, penetapan biaya tambahan 

dalam suatu perjanjian pada dasarnya diperbolehkan selama 

memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar 

ketentuan hukum yang berlaku.3 Namun, apabila biaya tersebut 

bersifat memberatkan atau tidak seimbang, maka dapat 

menimbulkan persoalan terkait asas keadilan dan itikad baik 

dalam perjanjian. 

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, praktik gadai 

dikenal dengan istilah rahn, yang diperbolehkan sebagai salah 

satu bentuk jaminan dalam transaksi utang-piutang.4 Akan tetapi, 

dalam pelaksanaannya terdapat prinsip-prinsip yang harus 

                                                
3 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 13. 
4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, 

hlm. 420. 
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dipatuhi, salah satunya adalah larangan riba. Setiap tambahan 

dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan sebelumnya 

termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam, 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an.5 

Dengan demikian, praktik gadai emas di toko emas yang 

menetapkan biaya tambahan berdasarkan persentase pinjaman 

berpotensi mengandung unsur riba dan bertentangan dengan 

prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam 

dalam memandang praktik tersebut. 

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut 

karena menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan sosial 

masyarakat. Di satu sisi, praktik tersebut dianggap sah dalam 

hukum positif, namun di sisi lain dipandang bermasalah dalam 

hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum 

yang komprehensif untuk mengkaji praktik gadai emas di toko 

emas dari kedua perspektif tersebut serta mengidentifikasi letak 

permasalahan yang terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Hukum terhadap Praktik 

Gadai Emas di Toko Emas (Studi Kasus di Pasar 

Kedungwuni)”. 

 

 

                                                
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah: 2 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik gadai di toko emas di area pasar 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ? 

2. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap 

praktik gadai di toko mas area pasar Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai di toko emas di 

area pasar Kedungwuni Kab.pekalongan. 

2. Untuk mengidentifikasi Bagaimana hukum transaksi gadai 

yang dilakukan oleh toko emas di area pasar Kedungwuni 

Kab.pekalongan dalam perspektif hukum positif dan hukum 

islam(fiqh muamalah). 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Praktis 

Sebagai sumber untuk menambah pengetahuan, 

wawasan, dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 

studi penulis sebagai sarjana lengkap strata satu (S1) di prodi 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

2. Manfaat Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat mengenai praktik gadai. 

b. Sebagai referensi penelitian bagi penulis berikutnya yang 

berkaitan dengan masalah ini. 

c. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait 

praktik gadai. 
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1.5. Kerangka Teoritik 

1. Gadai Dalam Hukum Positif 

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 

KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang 

pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga 

mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil 

pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila 

debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.6  

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian 

yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur 

menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk 

jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai 

melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai 

dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan), 

sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam 

meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila 

debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang 

yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditor dapat 

dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.7  

2. Dasar Hukum Gadai  

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan 

perundangundangan sebagai berikut:  

a. Pasal 1150 KUHPdt sampai dengan Pasal 1160 buku II 

KUHPdt 

                                                
6 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hal. 34 
7 Ibid., hal 34-35 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang 

Perusahaan Jawatan Pegadaian  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 

tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tetang 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.8 

3. Subjek Hukum Hak Gadai  

Subjek hukum hak gadai yaitu, pihak-pihak yang ikut serta 

dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua 

pihak yaitu:  

a. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan 

pemberi gadai (pandgever)  

b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan 

penerima gadai (pandnemer).  

4. Objek Hukum Hak Gadai  

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak 

dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud 

dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak 

berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau 

dipindahkan. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud 

seperti piutang atas unjuk, piutang atas bawah, dan hak 

memungut hasil atas benda. 

 

 

                                                
8 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia…, hal. 35 
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5. Hapusnya Gadai  

Ketentuan tentang hapusnya gadai dapat ditemukan 

dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPdt. Bahwa bagi benda 

bergerak yang berwujud, kembalinya barang gadai tangan 

pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Hal kedua 

yang dapat mengakibatkan hapusnya gadai terdapat pada 

pasal 1159 KUHPdt. Berdasarkan rumusan pada Pasal ini 

bahwa gadai hapus dan hanya hapus apabila perikatan 

pokoknya telah dilunasi sebelumnya.9 

6. Gadai dalam Hukum Islam 

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Secara etimologis, 

itu berarti permanen, abadi, dan jaminan. Dalam hukum 

positif di Indonesia, gadai adalah apa yang disebut sebagai 

jaminan, agunan, dan beban. Gadai adalah perjanjian untuk 

menyerahkan barang sebagai agunan untuk fasilitas 

pembiayaan yang diberikan. Gadai adalah jaminan atas 

barang yang dapat dijual sebagai agunan untuk hutang dan 

dapat dijual kemudian untuk melunasi hutang jika debitur 

tidak dapat membayar karena kesulitan.10 

Dasar hukum gadai menggadai barang boleh 

hukumnya baik di dalam hadlar (kampung maupun di 

dalam safar(perjalanan)). Hukum ini disepakati oleh umum 

Mujtahidin. Salah satu dasarnya yaitu Q.S Al Baqarah; 283 

yang mana ayat tersebut menyebutkan barang tanggungan 

                                                
9 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipote, 

hal. 199 
10 Moh Rifa’I, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: CV. Wicaksana 2002, 

hlm.89 
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yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia 

finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan 

atau objek pegadaian. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) mengatur tentang gadai dalam pasal 

1150 hingga 1160 yang menjelaskan hak dan kewajiban 

pemberi dan penerima gadai. 

Rukun dan Syarat adalah dua konsep yang terkait 

dengan sahnya suatu transaksi atau pekerjaan, tetapi 

memiliki perbedaan. Rukun adalah elemen yang wajib ada 

dalam suatu transaksi atau pekerjaan untuk membuatnya 

sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi 

atau pekerjaan tersebut tidak sah. Sedangkan Syarat adalah 

ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi dalam suaatu 

transaksi atau pekrjaan. Syarat dapat berupa ketentuan yang 

terkait dengan waktu, tempat, atau cara pelaksanaan. Jika 

syarat tidak terpenuhi, maka transaksi atau pekerjaan 

tersebut dapat menjadi tidak sah atau tidak berlaku. 

Rukun gadai terditri dari :  

1) Murtahin 

2) Marhun bih/hutang 

3) Akad11 

Syarat gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad 

diantaranya:  

1) Para pihak yang terlibat harus berakal sehat dan 

cakap hukum. 

                                                
11 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Jakarta: Kencana, 2020) 

hal 105. 
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2) Sudah mencapai usia baligh. 

3) Tidak sedang berada dalaam tekanan atau paksaan 

saat melakukan akad. 

Cara menganalisis hukum terhadap praktik gadai 

dengan melihat bagaimana kesesuaian praktik dengan 

hukum yang berlaku dan bagaimana implikasi hukum 

praktik gadai. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat 

ditemukan solusi hukum yang efektif untuk 

meningkatkan transparaansi dan keadilan dalam praktik 

gadai, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat. 

1.6. Penelitian Relevan 

Pertama, skripsi dari Judy kaeshna murti yang berjudul “ 

Tinjauan yuridis terhadap praktik usaha gadai oleh toko emas” 

dalam penelitian ini menghasilkan bahwa perjanjian jual beli 

dengan hak pembelian kembali sebagai perjanjian yang tidak sah 

dapat dibatalkan karena cacat kehendak, yaitu penyalahgunaan 

keadaan, selain itu juga menjadi tidak berlaku karena 

mengandumg sebab yang salah. Perbedaanya adalah skripsi dari 

Judy kaeshna murti membahas mengenai praktik gadai yang 

dilakukan oleh toko emas dengan berkedok yayasan dan praktik 

gadai itu dilakukan dengan sistem perjanjian jual beli dengan hak 

membeli kembali barang yang dijualnya atau barang jaminannya. 

Sedangkan penelitian milik peneliti membahas praktik gadai di 

toko emas dan bagaimana pandangan hukum atas jasa praktik 
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gadai tersebut. Persamaanya sama-sama membahas praktik gadai 

yang dilakukan oleh toko emas.12 

Kedua, skripsi dari Suswati yang berjudul “ Praktik gadai 

emas syariah dibank Jawa Timur syariah cabang pembantu kota 

Sampang” hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, 

nasabah diharuskan memiliki buku tabungan untuk 

menggadaikan emas. Kedua, biaya admisnistrasinya ditetapkan 

berdasarkan berat jaminan diantara 5 gram hingga di ats 100 

gram. Ketiga, biaya pemeliharaannya berdasarkan jumlah 

pinjaman, keempat, adanya penggabungan akad qardh, rahn dan 

ijarah serta nasabah harus menyetujui dan menandatangani akad-

akad tersebut. Kelima, apabila terdapat kredit macet maka tidak 

dilakukan pelelangan namun penjualan bawah tangan. Pebedaan 

peneliti sebelumnya dengan penliti saat ini adalah tempat yang 

akan diteliti dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di 

bank Jawa Timur syariah sedangkan penelitian  saat ini 

melakukan penelitian di toko emas area pasar Kedugwuni 

Kabupaten Pekalongan. Persamaanya adalah objek dan jenis 

penelitian yang digunakan, yakni menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dan metode pengumpulan data dengan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi.13 

Ketiga, skripsi dari Suci khaerani yang berjudul “Transaksi 

gadai emas ditoko emas jaya murni desa Sanepa kecamatan 

                                                
12 Judy Keishna Murti, “Tinjauan yuridis terhadap praktik usaha gadai oleh 

toko emas” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1992. 
13 Suswati, “Praktik Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang 

Pembantu Kota Sampang”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama 

Islam Negeri Madura, 2022. 
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Ciomas Kabupaten Serang dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah” berdasarkan hasil penelitian, toko emas Jaya Murni di 

Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang menawarkan 

perlindungan hukum bagi pelanggan dengan memungkinkan 

meraka untuk menggugat ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen. Karena toko tersebut 

menggunakan kontrak Rahn dan konsep saling membantu 

(Ta’awun), operasi gadai emas tersebut juga mematuhi hukum 

islam. Tidak ada biaya bunga atau pengeluaran lain yang 

memiliki unsur riba. Perbedaanya adalah skripi dari Suci 

Khaerani membahas tentang bagaimana praktik gadai, 

perlindungan konsumen dan pandangan hukum terhadap kegiatan 

pegadaian toko emas Jaya Murni di Desa Sanepa Kecamatan 

Ciomas Kabupaten Serang sedangkan penelitian milik peneliti 

membahas praktik gadai dalam perspektif hukum positif dan 

hukum islam. Persamaanya sama-sama membahas mengenai 

praktik gadai di toko emas.14 

Keempat, skripsi dari Sulastri yang berjudul “ Sistem gadai 

emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah ( studi PT. Gadai 

mas Sulsel di kota Parepare)” hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan akad yang terjadi di PT Gadai mas Sulsel unit Parepare 

menggunakan akad Ijaroh, serta berdasarkan perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah terkait syarat-syarat gadai emas tanpa bukti 

kepemilikan tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak 

                                                
14 Suci Khaerani, “Transaksi Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa 

Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten SerangPerspektif Hukum Ekonomi Syariah” 

Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten, 2023. 
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memenuhi rukun dan syarat gadai, khsusunya syarat-syarat gadai 

barang yang tidak dipenuhi sehingga nasabah dapat disalahkan 

karena menggadaikan barang curian atau milik orang lain tanpa 

izin pemiliknya. Sistem pembiayaaan di PT. Gadai mas Sulsel 

dengan biaya jasa simpan berdasarkan dengan jumlah pinjaman 

tidak sesuai dengan fatwa DSN NO:25/DSN- MUI/III/2002 yang 

mengatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan 

penyelesaian jatuh tempo di PT. Gadai mas Sulsel di Kota 

Parepare sesuai dengan syariat Islam karena melelang emas 

nasabah dengan tujuan membayar sisa hutang nasabah. 

Perbedaannya adalah skripsi dari Sulatri membahas tentang akad 

apa yang digunakan, syarat yang harus terpenuhi dalam 

melakukan gadai dan sistem pembiayaan terhadap praktik gadai 

yang dilakukan oleh PT. Gadai mas Sulsel di Kota Parepare, 

sedangkan penelitian milik peneliti saat ini membahas tentang 

bagaimana pandangan hukum atas jasa praktik gadai di toko emas 

area Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam perspektif 

hukum positif dan hukum islam.15 Persamaanya sama-sama 

membahas praktik gadai. 

Dari beberapa penelitian relevan di atas dapat diketahui 

perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian milik 

penulis, yakni sama-sama membahas praktik gadai namun 

berbeda dalam perspektifnya. 

                                                
15 Tria Sulastri, “Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah: Studi PT. Gadai Mas Sulsel Di Kota Parepare”, Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023. 
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1.7. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris., yaitu penelitian tidak hanya 

mempelajari pasal-pasal perundang-undangan dengan 

melihat hukum berdasarkan norma atau aturan yang berlaku, 

tetapi juga menggunakan sumber data yang bersifat empiris 

untuk mengolah data dari bidang yang dibahas. Yuridis 

adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengacu pada 

undang-undang saat ini, terutama dalam praktik gadai. 

Namun, penelitian empiris adalah jenis penelitian yang 

menekankan pada kebenaran atau fakta-fakta yang ada di 

tempat penelitian terkait dengan praktik gadai. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif 

dan Empiris. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum 

berdasarkan norma atau aturan yang berlaku dimana 

penelitian ini dilakukan Fokusnya adalah bagaimana hukum 

seharusnya menurut aturan yang berlaku sedangkan 

penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (field research) 

dimana penelitian yang dilakukan langsung pada objek 

penelitian secara terperinci dan mendalam untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan praktik gadai. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah didapat secara langsung dari 

penelitian lapangan di toko emas area pasar 

Kedungwuni Kab.Pekalongan melalui observasi, 

wawancara untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan praktik gadai. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh, 

dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber data 

primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan tentang praktik gadai. 

1.8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Tanya jawab secara fisik, melihat dan mendengar 

dengan telinga sendiri adalah metode pengumpulan data 

melalui wawancara. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertaanyaan secara lisan dan meminta jawaban secara lisan 

juga. Dalam penelitian ini, wawancaraa yang dilakukan 

dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang disusun 

dalam kerangka pertanyaan sehingga pola komunikasi tidak 

menyimpang dari masalah penyusunan. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pihak 

toko emas area pasar Kedungwuni Kab.pekalongan. 
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2. Observasi 

Teknik observasi ini dilakukan dengan menggali 

informasi secara langsung yang dilakukan oleh penyusun 

terhadap toko emas dan nasabah penggadai. Setelah 

mendapatkan informasi kemudian dicatat didata. Teknik ini 

digunakan untuk mengamati kegiatan praktik gadai di toko 

emas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data asli yang 

diteliti dengan cara mengambil dokumentasi untuk penguat 

bukti penelitian. Metode ini dipakai untuk mendapatkan hasil 

informasi tentang kondisi umum, Dalam teknik ini penulis 

terapkan dalam pengambilan dokumentasi melalui foto yang 

berkaitan dengan proses pengumpulan data melalui observasi 

dan wawancara yang berkaitan dengan praktik gadai emas di 

toko emas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan. 

4. Studi Pustaka  

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur 

dan dokumen hukum yang relevan dengan objek kajian. Bahan 

hukum yang dikaji meliputi: 

a. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang- 

undangan, 

b. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, 

artikel akademik; 

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan 

ensiklopedia. 
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Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh 

landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis praktik gadai 

emas menurut hukum positif dan hukum islam(muamalah). 

1.9. Teknik Analisis Data 

Analsis data dalam penulisan ini menggunakan analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam 

pengumpulan data yaitu reduksi data yaitu menyaring dan 

mengelompokkan bahan hukum agar fokus pada hal-hal yang 

relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua, tahap penyajian 

data, yaitu menyusun bahan hukum yang telah dipilih menjadi 

uraian deskriptif dan analitis secara sistematis untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis. Ketiga, tahap 

penarikan kesimpulan, yaitu mengolah hasil analisis menjadi 

jawaban atas rumusan masalah dan menghasilkan preskripsi 

hukum sebagai rekomendasi penyelesaian terhadap isu yang 

diteliti 

1.10. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk karya 

ilmiah berupa skripsi yang terbagi ke dalam lima bab. Masing-

masing bab disusun ke dalam sejumlah subbagian yang saling 

terhubung dan menguraikan pokok-pokok pikiran dengan struktur 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi pendahuluan yang 

berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 
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teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematik 

penulisan. 

BAB II Landasan Teoritis, bagian ini berisi landasan teoritis 

yang memaparkan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan 

Teori Gadai meliputi gadai dalam hukum positif , gadai dalam 

hukum islam, dan dasar hukum gadai. 

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah I, Bab ini membahas 

tentang praktik gadai emas yang dilakukan toko emas area pasar 

Kedungwuni Kab. Pekalongan. 

BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah II, Bab ini 

menjelaskan analisis Praktik gadai emas dilihat dari hukum positif 

dan hukum islam(muamalah).  

BAB V Penutup, Bagian ini berisi kesimpulan dan saran- saran 

bagi pihak peneliti dan pihak-pihak yang terkait 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai praktik gadai emas 

di toko emas di area Pasar Kedungwuni dalam perspektif hukum 

positif Indonesia dan hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa praktik gadai emas di toko emas area Pasar 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan 

mekanisme yang sederhana dan informal. Nasabah datang 

membawa emas yang wajib dibeli dari toko yang sama beserta 

surat bukti pembelian, kemudian pihak toko menaksir nilai 

emas dan memberikan pinjaman sebesar 80–90% dari nilai 

emas tersebut. Kesepakatan dilakukan secara lisan maupun 

tertulis sederhana berupa nota gadai, dan emas disimpan di 

brankas toko sebagai jaminan. Nasabah dikenakan biaya jasa 

penyimpanan sebesar 2% per bulan untuk pinjaman Rp1–3 

juta dan 3% per bulan untuk pinjaman di atas Rp3–5 juta, 

dengan jangka waktu maksimal 3 bulan yang dapat 

diperpanjang. Jika nasabah tidak menebus, emas dijual untuk 

melunasi utang, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan 

kepada nasabah. Praktik ini diminati masyarakat karena 

prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan persyaratan 
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administratif yang rumit, namun penetapan biaya 

penyimpanan berdasarkan persentase pinjaman menjadi 

permasalahan utama dalam praktik tersebut. 

2. Dari perspektif hukum positif, praktik gadai emas di toko 

emas area Pasar Kedungwuni dinyatakan sah karena telah 

memenuhi unsur-unsur gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata, 

yaitu adanya utang-piutang, barang jaminan bergerak (emas), 

dan penyerahan barang kepada kreditur, serta memenuhi syarat 

sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 

kesepakatan, kecakapan pihak, objek tertentu, dan sebab yang 

halal. Namun demikian, praktik ini memiliki kelemahan 

berupa kurangnya transparansi, ketidakseimbangan posisi para 

pihak, serta biaya tambahan 2–3% per bulan yang berpotensi 

memberatkan nasabah. Sementara itu, dalam perspektif hukum 

Islam (fiqh muamalah), praktik gadai emas tersebut tidak 

sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun rukun dan syarat 

gadai (rahn) telah terpenuhi 

(adanya rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat), 

namun penetapan biaya penyimpanan berdasarkan persentase 

jumlah pinjaman bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 

25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa besar biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, praktik ini 

mengandung unsur riba karena adanya tambahan yang 

disyaratkan di muka berdasarkan persentase pinjaman, padahal 

prinsip dasar rahn adalah ta'awun (saling membantu), bukan 

mencari keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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bahwa praktik gadai emas di toko emas area Pasar 

Kedungwuni sah menurut hukum positif tetapi tidak sah 

menurut hukum Islam karena mengandung unsur riba. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat diharapkan lebih memahami konsep gadai 

yang sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari praktik riba 

dan ketidakadilan dalam transaksi. 

2. Bagi pemilik toko emas disarankan untuk Menggunakan akad 

yang jelas dan transparan, tidak menetapkan tambahan biaya 

yang bersifat riba dan menjalankan praktik gadai sesuai prinsip 

syariah 

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait perlu adanya pengawasan 

dan regulasi yang lebih tegas terhadap praktik gadai informal 

agar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. 
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